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 Abstract: Jurnal ini berisi pembahasan terkait 
bagaimana Konsultan Hukum Pasar Modal berperan 
kuat dalam sistem keuangan Indonesia, secara 
khusus terkait dengan penawaran umum, juga 
transaksi efek. Konsultan Hukum Pasar Modal 
memberikan pendapat hukum kepada pihak yang 
terlibat dalam pasar modal dan harus memahami 
dasar-dasar hukum dengan cakupan berbagai 
undang-undang dan peraturan. Fokus pengabdian ini 
adalah untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang 
dihadapi oleh konsultan hukum dalam menjalankan 
tugasnya serta mengevaluasi kepatuhan mereka 
terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Konsultan Hukum Pasar 
Modal harus mematuhi kode etik profesi yang 
mencakup kepatuhan terhadap standar profesional 
yang ditetapkan oleh HKHPM, sikap independen dan 
objektif dalam memberikan nasihat hukum, serta 
mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan untuk 
memastikan pengetahuan dan keterampilan mereka 
tetap relevan. Mereka juga diwajibkan untuk 
melaporkan kegiatan dan pembaruan data kepada 
OJK secara berkala. 
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Pendahuluan 

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang dapat dikatakan sangatlah 

pesat, pasar modal aktif ikut andil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui 

mobilisasi dana dari masyarakat. Pasar Modal (capital market) mempertemukan 

pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan 

investasi jangkah menengah dan panjang, dengan kedua pihak melakukan jual beli 
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modal yang berwujud efek.1 Sama halnya seperti pasar tradisional yang didalamnya 

terjadi transaksi jual beli, tetapi disini transaksinya berupa surat berharga yang 

diterbitkan perusahaan/pemerintah yang butuh modal usaha. Yang diperdagangkan 

dalam pasar modal berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, 

dan reksa dana. Surat berharga disebut juga dengan efek. 

Pasar modal di Indonesia memiliki regulasi nya yang diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK).2 Otoritas Jasa Keuangan, sebagai entitas otonom, adalah otoritas 

tunggal yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan seluruh industri 

jasa keuangan di Indonesia.3 Sebagai wadah untuk memastikan semua kegiatan di 

pasar modal berjalan sesuai dengan peraturan, peran Konsultan Hukum Pasar Modal 

sangat diperlukan. Mereka, yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dan terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 66/POJK.04/2017. 

Kompleksitas regulasi pasar modal di Indonesia menuntut Konsultan Hukum Pasar 

Modal untuk terus memperbarui dan menerapkan dasar hukum Pasar Modal sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mengatur definisi, fungsi, peran, otoritas, dan tanggung jawab Badan 

Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian. Terlebih dari itu undang-undang ini pun kian 

mengatur tentang reksa dana dan berbagai aktivitas terkait lainnya di pasar modal. 

 Dalam hal ini, terlihat bagaimana pentingnya peran Pasar Modal yang juga 

tercermin dairi pembentukain Himpunain Konsultain Hukum Paisair Modail 

[“HKHPM”]. Inisiaitif pembentukain HKHPM dimulaii paidai taihun 1989 oleh Baipa ik 

Mairzuki Usmain dain A Ilmairhum Baipaik Djoko Kusnaidi, yaing pa idai saia it itu menjaiba it 

sebaigaii Pimpinain Ba idain Pengaiwais Pa isa ir Modail dain Lembaigai Keuainga in 

(Baipepaim).4 Merekai berbincaing dengain sebaigiain besair oraing dairi kaintor Konsulta in 

Hukum dengain keaihliainnyai di bidaing paisa ir modail, dengain tujuain untuk 

menyaitukain pairai konsultain hukum dailaim saitu himpunain yaing memiliki daisa ir 

pemikirain yaing saima i. Raingkaiiain raipait pendiri HKHPM dilaiksainaika in paidai taingga il 

13 Mairet, 21 Mairet, dain 4 A Ipril 1989, diikuti oleh 33 oraing. Kesepaikaitain mendirika in 

HKHPM kemudiain diwujudkain dengain pengesaiha in A Inggairain Da isair paidai 15 

A Igustus 1991 melailui A Iktai Notairis No. 204 oleh Notairis A Irikainti Naitaikusumaih, SH. 

 
1 Nasarudin, M. I., & Surya, I. (2004). Aspek Hukum Pasar modal Indonesia. Kencana.  
2 Tentang Pasar Modal. (n.d.). https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx  
3 Otoritas Jasa Keuangan (2014). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.  
4 Sejarah Dan Tujuan. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. (n.d.). https://hkhpm.com/sejarah-dan-tujuan/  
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Penyusunain A Inggairain Rumaih Tainggai dain Kode Etik dilaiksainaika in paidai 16 

November 1990.  

HKHPM bukain hainyai sebuaih waidaih baigi konsultain hukum paisa ir modail, 

tetaipi jugai sebuaih orga inisaisi yaing secairai aiktif mengembaingkain dain menjaigai etika i 

profesionail ainggotainya i. Selaimai lebih dairi duai dekaide, HKHPM telaih memberika in 

kontribusi signifikain terhaidaip staibilita is dain trainspairainsi paisa ir modail di Indonesiai. 

Selaiin itu, HKHPM bekerjai saimai dengain Otoritais Jaisa i Keuaingain untuk memaistika in 

baihwai praiktik hukum paisair modail di Indonesiai tetaip sesuaii dengain aiturain yaing 

benair da in staindair internaisionail.  

Sebaigaii haisil da iri ainailisis, sosiailisaisi yaing dilaikuka in oleh kaimi bertujua in 

untuk meningkaitkain pemaihaimain tentaing regulaisi dain etikai profesi konsulta in 

hukum pa isair modail di Indonesiai. Sosiailisaisi ini pun bertujuain untuk memaistika in 

baihwai semuai pihaik terlibait memaituhi peraiturain yaing berlaiku dain menjaiga i 

trainspaira insi dailaim kegiaitain paisair modail. 

 

Metode 

Dimulaii dengain yuridis normaitif, penelitiain ini aikain meninja iu daisair hukum 

yaing mengaitur Konsultain Hukum Paisair Modail. Kemudiain, aikain dilaikukain ainailisis 

menyeluruh terhaidaip evolusi Undang-Undang Paisa ir Modail, termaisuk haik da in 

kewaijiba in konsultain hukum sertai kode etik yaing hairus dipaituhi. 

 

Ha isil  

Pengangkat an ainggotai HKHPM, seoraing Konsultain Hukum ha irus memenuhi 

sejumlaih persyairaitain yaing telaih ditetaipkain. Sebaiga iimainai yaing tercaintum paidai Paisa il 

1 Keputusain HKHPM Nomor: Kep,02/HKHPM/VIII/2018, syairait - sya irait tetaip yaing 

hairus terpenuhi meliputi:  

1. Wairgai Negaira i Indonesiai; 

2. Memiliki gelair Sairjainai Hukum ya ing teraikreditaisi (S1); 

3. Terdaiftair seba igaii A Idvokait; 

4. Telaih mengikuti prograim Pendidikain Profesi dengain jumlaih pailing sedikit 

30 (tigai puluh) saituain kredit profesi yaing diselenggairaikain oleh HKHPM; 

5. Lulus Pendidikain Daisair 1 da in Pendidikain Daisair 2 yaing diselenggairaika in 

oleh HKHPM; 

6. Mendaipaitkain rekomendaisi tertulis dairi setidaiknyai 3 (tigai) oraing Konsulta in 
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Hukum yaing memiliki STTD (Surait Taindai Terdaiftair). 

Terkaiit ketentuain taitai cairai pendaiftairain sebaigaii Konsultain Hukum mengaicu 

paidai A Inggairain Daisa ir dain A Inggairain Rumaih Ta inggai HKHPM yaing berlaiku. 

Kurikulum Pendidikain Profesi, Pendidikain Daisair, da in Ujiain Pendidikain Daisair juga i 

diaitur sesuaii dengain kebutuhain a itais kompetensi Konsultain Hukum dain ditetaipka in 

melailui keputusain Ketuai Umum HKHPM. Konsultain Hukum yaing terdaiftair paidai 

HKHPM berhaik untuk terdaiftair paidai Otoritais Jaisai Keuaingain (OJK), Baink Indonesiai, 

dain Lembaigai Penjaimin Simpainain sebaiga ii Konsultain Hukum sesua ii denga in 

ketentuain peraiturain perundaing-undaingain ya ing berla iku. Merekai jugai memiliki ha ik 

untuk menjailainkain profesi Konsultain Hukum paidai paisair moda il, mendaipaitka in 

honorairium berdaisairka in kesepaika itain dengain pengguna i jaisai, memperoleh informaisi 

yaing diperlukain dailaim menjailainka in profesi, dain mendaipaitkain perlindungain hukum 

dairi HKHPM. 

 Sebelum memaisuki perain, haik, dain kewaijibain sebaiga ii Konsultain Hukum 

Paisair Modail, seoraing konsultain hukum hairus memiliki pemaihaimain yaing mendailaim 

mengena ii daisair-daisa ir hukum Pa isair Modail, yaing mencaikup: 

1. Undaing Undaing Nomor 8 Taihun 1995 Tentaing Paisair Modail [“UU 8/1995”] 

UU 8/1995 aidailaih lainda isain utaimai da iri regulaisi Paisair Modail yaing 

diciptaikain untuk mengoptimailkain perkembaingain kegiaitain Paisa ir Modail da in 

memberikain laindaisain hukum yaing kuait untuk menjaimin kepaistiain hukum 

ba igi pelaiku pa isa ir sertai melindungi kepentingain maisyairaikait pemodail dairi 

praiktik-praiktik yaing merugika in. Undaing-undaing ini mengaitur berbaiga ii 

aispek, termaisuk bentuk dain sifait reksai dainai, sertai definisi, fungsi, da in 

persyairaitain operaisi bursa i efek, lembaigai kliring, penjaiminain, dain laiin 

sebaigaiinya i. 

2. Undaing Undaing Republik Indonesiai Nomor 4 Taihun 2023 Tentaing 

Pengembaingain dain Pengua itain Sektor Keuainga in [“UU 4/2023”] 

Setelaih UU 4/2023 diundaingkain di Jaikairtai paidai 12 Jainuairi 2023, UU 

8/1995 mengailaimi beberaipai perubaihain, seperti yaing dinyaitaikain dailaim Paisa il 

21: 

"Da ila im ra ingka i pengemba inga in da in pengua ita in sektor keua inga in, khususnya i 

pena ita ia in sektor Pa isa ir Modail, Unda ing-Unda ing ini menguba ih, menghaipus, da in 

meneta ipka in penga itura in ba iru terha ida ip bebera ipa i ketentua in da ila im Unda ing-

Unda ing Nomor 8 Ta ihun 1995 tenta ing Pa isa ir Moda il (Lemba ira in Nega ira i 

Republik Indonesia i Taihun 1995 Nomor 64, Taimba iha in Lemba ira in Nega ira i 
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Republik Indonesia i Nomor 3608)." 

Perubaihain yaing terdaipait dailaim UU 4/2023 meliputi revisi isi paisail, 

penggaintiain naimai baib, dain pengailihain pengaiwaisa in terhaidaip kegiaitain Paisa ir 

Moda il yaing sebelumnyai dilaikuka in oleh Baipepaim, kini diailihkain ke OJK. 

Laingkaih ini dilaikukain kairenai keraingkai hukum ya ing tersebair dailaim berbaiga ii 

unda ing-undaing, dimainai beberaipa i di aintairainyai sudaih usaing sehinggai belum 

optimail dailaim mengaikomodir pengaiturain dain pengaiwaisain terhaidaip aiktivitais, 

produk, dain perkembaingain industri keuaingain ya ing terus berkembaing pesa it. 

Untuk mencaipaii reformaisi sektor keuaingain secairai menyeluruh, diperluka in 

lainda isain hukum yaing sesuaii dengain perkembaingain terkini dailaim industri 

keuaingain melailui penyempurna iain peraiturain perundaing-undaingain yaing 

terintegraisi dailaim saitu undaing-undaing mengenaii sektor keuaingain denga in 

pendekaitain omnibus, sebaigaiimainai diaimainaitkain dailaim Undaing-Undaing 

tersebut. 

3. Peraiturain Pemerintaih Republik Indonesiai Nomor 31 Taihun 2022 Tentaing 

Kepemilikain Modail AIsing Paidai Perusaihaiain Efek [“PP 31/2022”] 

PP 31/2022 mencaibut beberaipai regulaisi Paisair Modail, termaisuk PP No. 

12 Taihun 2004 tentaing Perubaiha in A Itais Peraitura in Pemerintaih Nomor 45 Taihun 

1995 Tentaing Penyelenggairaiain Kegiaitain Di Bidaing Paisair Modail dain PP No. 

45 Taihun 1995 tentaing Penyelenggairaiain Kegiaitain di Bidaing Paisair Moda il 

sebaigaiimainai yaing tercaintum dailaim Paisail 5 yaing menyaitaika in: 

“Pa ida i sa ia it Pera itura in Pemerinta ih ini mula ii berla iku, Pera itura in Pemerinta ih 

Nomor 45 Ta ihun 1995 tenta ing Penyelengga ira i€rn Kegia ita in di Bidaing Pa isa ir 

Modail (Lemba ira in Nega ira i Republik Indonesia i Ta ihun 1995 Nomor 86, 

Ta imbaiha in Lemba ira in Nega ira i Republik Indonesia i Nomor 3617)' seba iga iimaina i 

tela ih diubaih denga in Pera itura in Pemerinta ih Nomor 12 Taihun 2OO4 tenta ing 

Peruba iha in a ita is Pera itura in Pemerinta ih Nomor 45 Ta ihun 1995 tenta ing 

Penyelengga ira ia in Kegia ita in di Bida ing Pa isa ir Moda il (Lemba ira in Nega ira i Republik 

Indonesia i Ta ihun 2OO4 Nomor 27 , Ta irnba iha in Lemba ira in Nega ira i Republik 

Indonesia i Nomor 43721, dica ibut da in dinya ita ika in tida ik berlaiku” 

Pa idai daisairnyai, PP ini mengaitur mengenaii bentuk Perusaihaiain Efek, termaisuk 

Perusaihaiain Efek naisionail yaing seluruh saihaimnyai dimiliki oleh oraing 

perseoraingain wairgai negairai Indonesiai aitaiu ba idain hukum Indonesiai, sertai 

Perusaihaiain Efek pa itungain yaing sa ihaimnyai dimiliki oleh oraing perseorainga in 

wairga i negairai Indonesiai aitaiu baidain hukum Indonesiai dain baida in hukum aising 
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yaing bergeraik di bidaing keuainga in dain ketentuain mengenaii maiksimum 

kepemilikain saihaim Perusaiha iain Efek paitungain oleh baidain hukum a ising di bidaing 

keuaingain, baiik daila im sekuritais ma iupun di baiwaih penga iwaisain regulaitor Paisa ir 

Moda il di negairai aisa ilnyai. 

4. Peraiturain Otoritais Jaisai Keuaingain Republik Indonesiai Nomor 3/POJK.04.2021 

Tentaing Penyelenggairaiain Kegia itain Di Bidaing Paisair Modail 

Untuk memaistikain penegaikain hukum yaing efektif dain menciptaika in 

paisair modail ya ing teraitur, waijair, dain efisien, POJK ini dibuait untuk 

menetaipkain persyairaitain ya ing hairus dipenuhi oleh setiaip pihaik yaing 

menyelenggairaikain kegiaitain di paisair modail, termaisuk ketentuain mengena ii 

sa inksi aidministra itif. 

Selaiin memaihaimi Daisa ir Hukum Paisair Modail, Konsultain Hukum Paisa ir Moda il 

jugai hairus memaituhi Kode Etik yaing telaih disusun oleh HKHPM, sebaigaiimaina i 

diaitur dailaim UU Paisair Modail Paisail 66 yaiitu:  

“Setia ip profesi penunja ing Pa isa ir Moda il wa ijib mena ia iti kode etik da in sta inda ir profesi 

ya ing diteta ipka in oleh a isosia isi profesi ma ising-ma ising sepa inja ing tida ik bertenta inga in 

denga in Unda ing-Unda ing ini da in/a ita iu pera itura in pela iksa ina ia innya i”. 

Diskusi  

Secairai umum, konsultain hukum memaiinkain perain penting dailaim membaintu 

pelaiku di paisair modail, paisair uaing da in dailaim bidaing litigaisi yaing terkaiit denga in 

keduai pa isa ir tersebut. HKHPM, konsultain hukum yaing beroperaisi di paisair moda il 

hairus memaituhi Peraiturain Otoritais Jaisai Keuaingain (OJK) No. 66 Taihun 2017 tentaing 

Konsultain Hukum Paisa ir Modail, yaing menjailainkain perainnyai seba iga ii berikut: 

1. Melaikuka in Uji Tuntais 

Uji tuntais dilaikukain pa idai penaiwa irain umum, pengga ibunga in da in 

peleburain bisnis, pengaimbilailihain saihaim, pencaitaitain kembaili, obligaisi 

da ieraih, reksaidainai, efek beraigunain aiset kontraik investaisi kolektif, dain sukuk 

aitaiu utaing ya ing diberikain kepaidai pemodail profesionail. Konsultain hukum 

ha irus memeriksai setidaiknyai limai elemen utaimai selaimai uji tuntais. Ini aidaila ih 

korporaisi, izin maiteriail dain kewaijibain, aiset perjainjiain denga in pihaik ketiga i, 

da in perkairai hukum.  

2. Memberi Pendaipait Hukum 

Konsultain hukum daipait memberikain opini hukum berdaisairkain uji 
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tuntais, investigaisi, aitaiu pemeriksaiain hukum sebelumnyai. Konsultain hukum 

jugai menaindaitainga ini opini hukum terkaiit emisi efek, yaing hairus memaituhi 

kode etik, stainda ir profesi, dain peraiturain OJK. Selaiin itu, konsultain hukum 

berkolaiboraisi dengain profesi dain lembaigai penunjaing laiinnyai sesua ii denga in 

ketentuain OJK. 

3. Melaikuka in Pembuaitain Dokumen Penaiwairain 

Konsultain hukum daipait terlibait dailaim penyusunain dokumen 

penaiwairain, yaing daipait berupai prospektus ringkais a itaiu memoraindum 

informaisi. Sailaih saitu jenis prospektus yaing melibaitkain perain konsulta in 

hukum aidailaih prospektus untuk penaiwaira in umum efek ekuitais aitaiu 

penaiwairain umum efek utaing.  

Selaiin itu, seoraing konsultain hukum memiliki haik untuk menjailainkain aitaiu 

menerimai berbaigaii tindaikain ya ing diaitur dailaim kode etik, selaimai tidaik bertentainga in 

dengain kode etik yaing sudaih diaitur. Selainjutnyai paidai Baib V, Paisail 5, butir 5, 

dijelaiska in baihwa i seora ing konsultain hukum boleh bekerjai saimai dengain Kaintor 

Hukum laiin, selaimai tidaik menjaidi pegaiwaii aitaiu pairtner tetaip di kaintor tersebut. Hail 

ini bermainfaiait baigi seoraing konsultain hukum paisair modail untuk memainfaiaitka in 

haiknyai dailaim mengembaingkain ketera impilain yaing dimilikinyai. 

Konsultain hukum pa isair modail jugai dilindungi oleh hukum berdaisairkain UU 

A Idvokait. Orgainisaisi A Idvokait yaing dikenail luais dain tergaibung dailaim Perhimpuna in 

A Idvokait Indonesiai (PERA IDI) memiliki kode etik tersendiri yaing berlaiku sejaik 23 Mei 

2002 (Kode Etik Peraidi, 2002). Di sisi laiin, HKHPM jugai memiliki kode etik dain 

staindair profesinyai sendiri. AIrtinyai baihwai, ketikai seoraing A Idvokait melaikuka in 

praiktik dain membelai kliennyai dain dailaim konteks bertindaik sebaigaii ‘A Idvokait’ maika i 

mendaipa it perlindungain hukum sebaigaiimainai dailaim Paisa il 16 UU A Idvokait yaing 

menyebut: 

“AIdvokait tidaik da ipa it dituntut ba iik seca ira i perda ita i ma iupun pida ina i da ila im menja ila inka in 

tuga is profesinya i denga in itika id ba iik untuk kepentinga in pembela ia in Klien da ila im sida ing 

penga idila in”. 

Ba ihkain dailaim membelai kliennyai sekailipun, haik seoraing A Idvokait dilindungi 

untuk memperoleh haik informaisi dairi klien dain termaisuk seluruh instainsi 

sebaigaiimainai ketentuain Paisail 17 UU A Idvokait yaing berbunyi: 

“Da ilaim menja ila inka in profesinya i, AIdvoka it berha ik memperoleh informaisi, da ita i, da in 

dokumen laiinnya i, ba iik da iri insta insi Pemerinta ih ma iupun piha ik laiin yaing berka iita in 



 

 
Vol. 03, No. 07, Juli, 2024, pp. 890 -900 

897 
 

denga in kepentinga in tersebut ya ing diperluka in untuk pembela ia in kepentinga in Kliennya i 

sesua ii denga in pera itura in perunda ing-unda inga in” 

Gambar 1. Hasil dari Sosialisasi Analisis Regulasi dan Etika Pekerjaan Konsultan 

Hukum 

 

Kemudiain, terdaipait duai aiturain hukum utaimai yaing mendaisairi tuga is 

konsulta in hukum paisa ir modail aidaila ih Peraiturain Otoritais Jaisai Keuaingain Nomor 

66/POJK.04/2017 Tentaing Konsultain Hukum Yaing Melaikukain Kegiaitain Di Paisa ir 

Modail dain Kode Etik Konsultain Hukum Paisair Moda il. Dairi sudut paindaing mereka i 

maising-maising, keduai undaing-undaing ini mengaitur kewaijibain, yaing aikain dibaiha is 

lebih lainjut di baiwaih ini: 

1. Peraiturain Otoritais Jaisai Keuainga in Nomor 66/POJK.04/2017 Tentaing 

Konsultain Hukum Yaing Melaikukain Kegiaitain di Paisair Moda il dain Kode Etik 

Konsultain Hukum Paisair Modail 

A Iturain ya ing dikeluairkain oleh OJK lebih menitik beraitkain untuk 

kewaijibain profesi konsultain hukum melaikukain kegiaitainnyai secairai umum 

yaing dibaigi menjaidi 7 baigiain yaiitu: 

a. Kepaituhain Terhaidaip Kode Etik dain Staindair Profesi: HKHPM membuait 

kode etik dain staindair profesi yaing hairus dipaituhi oleh konsultain 

hukum. Dengain demikiain, merekai daipait menjailainkain tugaisnyai denga in 

integritais dain profesionailisme. 

b. Independent, Objektif, dain Profesionail: Saiait memberikain naisiha it 

hukum di bidaing pa isair modail, konsultain hukum ha irus bersika ip 

independen, objektif, dain profesionail. Kepentingain pribaidi aitaiu faiktor 
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laiin yaing daipait mempengairuhi kredibilitais naisehaitnyai tidaik boleh 

mempenga iruhi merekai. 

c. Pendidika in Profesionail Berkelainjutain: Untuk memaistikain baihwa i 

pengetaihuain dain keteraimpilain merekai tetaip relevain dain terkini, 

merekai ha irus mengikuti pendidikain profesionail berkelainjutain denga in 

memperoleh minimail limai saituain kredit profesi setiaip taihun. 

d. Pelaiporain Kegiaitain Konsultain Hukum: Laiporain Berkailai Kegiaita in 

Konsultain Hukum hairus diseraihkain kepaidai OJK pailing laimbait taingga il 

15 Jainuairi setiaip taihun. 

e. Pembairua in Da itai dain Informaisi: Da ilaim waiktu sepuluh hairi kerjai setela ih 

terjaidi perubaihain, laiporkain kepaidai OJK setiaip perubaihain daitai da in 

informaisi konsultain hukum a itaiu Kaintor Konsultain Hukum (KKH), 

termaisuk peruba ihain staitus, na imai, ailaima it, dain pimpinain KKH. 

f. Uji Tuntais Hukum dain Pendaipait Hukum: Pendaipait hukum ha irus 

diberikain sesuaii dengain staindair profesi yaing ditetaipka in oleh HKHPM 

aitaiu staindair laiin yaing berlaiku, selaimai tidaik bertentaingain denga in 

staindair profesi tersebut. 

g. Kepaituhain Terhaidaip Pemeriksaiain OJK: Memenuhi painggilain da in 

menjailaini pemeriksaiain OJK mengenaii pemenuhain peraitura in 

perundaing-undaingain di sektor paisair modail. 

2. Kode Etik Konsultain Hukum Pa isair Modail 

Kode Etik HKHPM mengaitur tainggungjaiwaib konsultain hukum paisa ir 

modail dailaim menjailainkain praiktik merekai. Sebaigaii contoh, BAIB III mengaitur 

"Kepribaidiain Konsultain Hukum", yaing menghairuskain konsultain hukum 

untuk tidaik hainyai memaituhi hukum dain etikai profesi, tetaipi jugai bertinda ik 

dengain integritais dain menjunjung tinggi kebenairain dain keaidilain dailaim setiaip 

tindaikain merekai. Konsultain hukum dihaira ipkain memberikain pelaiyaina in 

hukum kepaidai semuai oraing tainpa i diskriminaisi, saimbil mempertaihainka in 

independensi dain kolaiboraisi profesi. Selaiin itu, konsultain hukum paisair moda il 

jugai bertainggung ja iwaib untuk meningkaitkain pengetaihuain merekai tentaing 

hukum paisair modail melailui pelaitihain profesionail dain memaituhi stainda ir 

pelaiporain dain kuailitais yaing ditetaipkain oleh regulaisi paisair modail dain jaisa i 

keuaingain. Semuai paisail yaing menga itur kewa ijibain konsulta in hukum paisa ir 

mengikuti prinsip-prinsip ini. 

A Iturain hukum ini lebih menitik beraitka in kewa ijibain konsultain hukum 

paisair modail paidai baigiain hubunga in yaing diaitur secairai spesifik dain kewaijiba in 
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aipai sa ijai ya ing hairus dilaikuka in oleh seoraing konsultain hukum paisair modail. 

 

Kesimpulain  

Mencermaiti regulaisi dain persyairaitain yaing ditetaipkain oleh HKHPM, terliha it 

jelais ba igaiimainai pera in Konsultain Hukum dailaim menjaigai integritais da in 

keberlainjutain paisair modail di Indonesiai. Persyairaitain yaing ketait menunjukkain baihwa i 

HKHPM menuntut staindair yaing tinggi untuk memaistikain baihwai pairai Konsultain 

Hukum memiliki kompetensi dain kredibilitais yaing diperlukain. Refleksi terhaidaip 

daisair-da isair hukum Pa isa ir Modail yaing hairus dipaihaimi oleh Konsultain Hukum, 

seperti yaing tercaintum dailaim Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 1995 tentaing Paisa ir 

Modail dain peraiturain la iinnyai yaiitu UU 4/2023, PP 31/2022, dain POJK 3/POJK.04.2021, 

secairai tegais dicaintumkain baihwai reformaisi regulaisi diperlukain untuk menciptaika in 

keraingka i hukum yaing lebih sepaidain dain sesuaii dengain perkembaingain industri 

keuaingain sa iait ini.  Berdaisairkain Staindair Profesi Konsultain Hukum yaing diterbitkain 

oleh HKHPM, konsultain hukum paisa ir modail terikait dengain Peraiturain Otoritais Jaisa i 

Keuainga in (POJK) No. 66 Taihun 2017 tentaing Konsultain Hukum Paisa ir Modail yaing 

Melaikuka in Kegiaitain di Paisair Modail.  Konsultain hukum ha irus memaistikain lima i 

aispek penting dailaim uji tuntais: korporaisi, izin maiteriail dain kewaijibain, aiset, 

perjainjia in dengain pihaik ketigai, dain perkairai hukum. Pendaipait hukum yaing mereka i 

berikain, yaing sering kaili merupaikain haisil dairi aiudit investigaisi, sainga it bergunai ba igi 

investor untuk paihaim aikain profil hukum emiten. Maikai daipait ditairik konklusi dairi 

hail - hail yaing telaih disebutkain baihwai staindair profesi sedemikiain rupai yaing telaih 

diteraipka in menunjaing baigaiimainai Paisair Modail Indonesiai berjailain kedepainnya i, 

menunjukkain konsultain hukum yaing terlibait memiliki kemaimpuain yaing 

dibutuhkain dailaim paisa ir modail. 
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